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ABSTRAK 
Lembaga multifinance di Indonesia lebih baik jika indikatornya adalah jumlah pembiayaan 
konsumen di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pembiayaan 
konsumen dapat dilihat dari semua kemudahan yang diberikan oleh multifinance. Faktor 
yang mendominasi penarikan paksa Jaminan Fidusia adalah adanya kredit bermasalah. 
Masalah ini hampir pasti dialami oleh lembaga pembiayaan konsumen. Permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam 
penyelesaian kredit terhadap kendaraan roda empat (mobil) PT. Mandiri Tunas Finance 
Cabang Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 
menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan untuk 
mengetahui fakta yang sebenarnya. Sebagai hak konsumen dalam perjanjian fidusia yang 
tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan dalam hal debitur melakukan kelalaian, 
maka kreditur tidak valid secara hukum menggunakan eksekutif terpisah (eksekusi 
langsung). Proses eksekusi harus dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke 
Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata sampai putusan hakim yang 
memiliki kekuatan hukum tetap. 
Kata kunci: Aspek Hukum Pidana, Jaminan Fidusia 
 
ABSTRACT 
 
Multi-finance institutions in Indonesia are better if the indicator is the number of consumer finance 
in Indonesia in the last few years. The growth of consumer financing can be seen from all the 
convenience given by the multi finance. The factor that dominates the forced withdrawal of 
Fiduciary Guarantee is the existence of problem loans. This problem is almost certainly 
experienced by any consumer financing institution. The problems discussed in this research are 
about how the implementation of execution of fiduciary guarantee in the settlement credit toward 
four wheels (car) PT. Mandiri Tunas Finance Branch of Bengkulu. This research method uses a 
normative juridical approach that emphasizes the rule of law relating to the problems studied, and 
to know the real fact. As a consumer right in a fiduciary agreement not registered by a finance 
company in the event that a debtor performs a default, then the creditor is not legally invalid using 
a separate executive (direct execution). The process of execution must be done by filing a civil suit 
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to the District Court through the process of Civil Procedure Law until the decisions of judges that 
have permanent legal power. 
 
Keyword: Criminal Law, Fiduciary Guarantee 
 
 
PENDAHULUAN 
Dalam memenuhi kebutuhan 
terhadap pendanaan yang besar maka 
yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut adalah yang diperoleh 
melalui kegiatan pinjam– meminjam atau 
perjanjian kredit. Menurut Isnaeni Moch, 
2016 hal-59 menjelaskan bahwa: 
“Perjanjian Kredit secara harfiah 
istilah tersebut tidak ditemukan 
keberadaanya dalam buku III BW, 
lagipula perjanjian kredit justru 
bukan tergolong sebagai perjanjian 
riil tetapi termasuk pada golongan 
perjanjian konsensuil. Sesuai UU 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan yang telah diubah dengan 
UU Nomor 10 Tahun 1998 (UU 
Perbankan), perjanjian kredit harus 
dibuat dalam bentuk tertulis, dan ini 
jauh beda dengan perjanjian pinjam 
meminjam uang yang bentuknya 
adalah bebas”. 
 
 Perkreditan memberikan dukungan 
kepada ekonomi lemah dan para 
pengusaha dalam mengembangkan 
usahanya. Kredit merupakan faktor 
pendukung bagi pembangunan ekonomi. 
Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 
UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 
atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan. 
Kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara kreditur dengan debitur atau 
pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga. 
 
Bagi perbankan atau lembaga 
pembiayaan, setiap kredit yang disalurkan 
kepada pengusaha atau perorangan akan 
selalu mengandung resiko. Oleh karena 
itu, perlu unsur pengamanan, yang 
merupakan salah satu prinsip dasar dalam 
pemberian kredit di samping unsur 
keseimbangan dan keuntungan. Bentuk 
pengamanan kredit dalam praktek 
perbankan dilakukan dengan pengikatan 
objek jaminan. Dalam tulisan Yurizal, 2011: 
hal 5 menjelaskan bahwa: 
“Pengikatan jaminan atau lemabag 
jaminan ini, oleh bank Indonesia 
dalam Surat Edarannya (SE-BI) No. 
4/248/UUPK/PK tanggal 16 Maret 
1972, menyatakan “bahwa untuk 
benda benda bergerak dipakai 
lembaga jaminan fidusia dan atau 
gadai dan untuk benda-benda tidak 
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bergerak dipakai lembaga jaminan 
hipotek dan atau creditverband”. 
 
Untuk mendapatkan rasa aman 
terhadap objek jaminan oleh kedua belah 
pihak maka diperlukan Lembaga Jaminan 
Fidusia. Pada dasarnya Lembaga Jaminan 
Fidusia dipakai untuk mengisi dan 
memenuhi kebutuhan yang sangat pesat 
dan terus meningkat bagi dunia usaha 
atas ketersediaan dana untuk memberi 
perlindungan bagi penerima jaminan 
fidusia. Menurut pendapat Salim H.S, 
2004: 57, bahwa: 
“Latar belakang timbulnya Lembaga 
Jaminan Fidusia, sebagaimana 
dipaparkan oleh para ahli adalah 
karena ketentuan undang–undang 
yang mengatur tentang lembaga 
pand (gadai) mengandung banyak 
kekurangan, tidak memenuhi 
kebutuhab masyarakat dan tidak 
dapat mengikuti perkembangan 
masyarakat.” 
 
Namun fakta saat ini banyak terjadi 
pelanggaran hukum terhadap jaminan 
fidusia oleh penerima fidusia dan atau 
pemberi fidusia, misalnya pelanggaran 
yang dilakukan oleh pemberi fidusia 
terhadap benda jaminan yaitu 
mengalihkan, menggadaikan, atau 
menyewakan objek jaminan fidusia. 
Pelanggaran yang dilakukan oleh 
penerima fidusia terhadap objek jaminan 
yaitu melakukan penarikan paksa 
kendaraan bermotor yang menjadi objek 
pembiayaan konsumen, sehingga hal ini 
sangat meresahkan konsumen.Terjadinya 
pelanggaran penarikan paksajaminan 
fidusia oleh kolektor dan atau debt 
kolektor dapat melanggar pasal 
Pemerasan dan Pengancaman yang diatur 
dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan:  
“Barangsiapa dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, 
memaksa seorang dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, untuk 
memberikan barang sesuatu, yang 
seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang itu atau orang lain; 
atau supaya memberi hutang 
maupun menghapuskan piutang, 
diancam, karena pemerasan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan 
tahun”. 
 
Hal ini terbukti dari banyaknya kasus 
penarikan paksa yang dilakukan oleh 
pihak perusahaan pembiayaan atas objek 
pembiayaan milik debitur.Terlebih lagi 
pada saat ini banyak perusahaan 
pembiayaan yang menggunakan jasa 
pihak ketiga (debt collector) untuk 
melakukan penarikan paksa objek 
pembiayaan. Akibat pelanggaran ini 
akhirnya konsumen harus mengalami 
kerugian karena penarikan paksa oleh 
pihak debt collector. 
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Warka, Made, 2014, hal 96 dalam 
artikel yang dia tulis menyebutkan bahwa: 
“Dalam kaitannya dengan penarikan 
paksa dengan menggunakan jasa 
debt Collector ini sangat meresahkan 
masyarakat, debt Collector pernah 
melakukan pengeroyokan dan bahkan 
dilaporkan polisi oleh konsumenyang 
merasa dirampas kendaraan 
bermotornya” 
 
Dalam rangka untuk tujuan 
memberikan manfaat lebih besar atas 
kepastian hukum sebagai salah satu cita 
cita bangsa Indonesia. Dalam penyitaan 
jaminan fidusia oleh lembaga atau 
perusahaan pembiayaan dimaksudkan 
semata mata sebagai jaminan bagi 
pelunasan utang, bukan untuk seterusnya 
dimiliki oleh penerima fidusia. 
Dalam beberapa kasus penarikan 
paksa oleh perusahaan pembiayaan kita 
dihadapkan pada permasalahan apakah 
kasus tersebut merupakan suatu perkara 
perdata sebagai suatu wanprestasi 
ataukah suatu kasus pidana perampasan. 
Untuk menjelaskan status suatu kasus 
dikategorikan sebagai perdata atau pidana 
maka harus ditelusuri kembali dasar-dasar 
tuntutan tersebut. 
Bahwa kedua belah pihak antara 
kreditur dan debitur sama-sama 
merupakan subjek hukum, yaitu 
pemegang hak dan kewajiban serta 
tanggungjawab tentunya patut diyakini 
dalam membuat perjanjian tidak 
dibenarkan mengadakan diskriminatif 
diantara keduanya sehingga ketentuan 
dalam Undang Undang fidusia melindungi 
kepentingan kreditur dan debitur. 
Berdasarkan uraian diatas maka 
penulis mendapat rumusan pertanyaan 
yang menjadi masalah, yaitu: 
1. Apakah Sistem Operasional Perusahaan 
dalam penarikan kendaraan bermotor 
dengan Jaminan Fidusia oleh lembaga 
pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance 
Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan 
kaidah – kaidah hukum yang berlaku? 
2. Bagaimana aspek hukum pidana dalam 
penarikan paksa unit kendaraan 
bermotor konsumen dengan jaminan 
fidusia oleh lembaga pembiayaan di PT. 
Mandiri Tunas Finance Cabang 
Bengkulu? 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah  
normative yaitu suatu penelitian yang  
secara deduktif dimulai analisa terhadap 
pasal-pasal dalam peraturan perundang-
undangan yang  mengatur terhadap 
permasalahan diatas.  Penelitian hokum 
normative merupakan hukum tertulis 
dikaji dari berbagai aspek seperti 
aspekteori, filosofi,  perbandingan, 
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truktur/komposisi,  konsistensi, formalitas 
dan kekuatan mengikat suatu undang-
undang. 
1. Sumber data dan wilayah 
penelitian 
Sumber data dalam penelitian ini 
yaitu data primer diperoleh secara 
langsung dari responden kasus 
penarikan paksa oleh debt kolektor 
lembaga pembiayaan, data dari kasus 
penarikan paksa di PT. Mandiri Tunas 
Finance Cabang Bengkulu. 
Wilayah penelitian hanya 
terbatas kasus penarikan paksa 
kendaraan bermotor di lembaga 
pembiayaan di PT. Mandiri Tunas 
Finance Cabang Bengkulu.Peneliti 
memilih PT. Mandiri Tunas Finance 
Cabang Bengkulu karena pada saat ini 
peneliti merupakan pihak ketiga (Debt 
Kolektor) antara debitur dan PT. 
Mandiri Tunas Finance Cabang 
Bengkulu. 
2. Alat pengumpulan data 
Pedoman penyelidikan 
kepustakaan, dan dapat dilakukan 
dengan studi lapangan, yaitu untuk 
memperoleh data primer yang 
dilakukan melalui wawancara, dengan 
mengadakan Tanya jawab langsung 
kepada responden dengan terlebih 
dahulu membuat kuesioner atau 
daftar pertanyaan sebagai pegangan.  
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Pengumpulan data primer yang 
penulis gunakan yaitu dengan cara 
wawancara subjek penelitian.  
b. Pengumpulan data sekunder 
penulis ambil dari: 
1. Bahan Hukum Primer adalah 
bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat secara 
yuridis, yaitu : 
a) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH 
Perdata); 
b) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) 
c) UU No. 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia 
d) PP No. 86 Tahun 2000 
tentang Tata Cara 
Pendaftaran Jaminan 
Fidusia dan Biaya 
Pembuatan Akta Jaminan 
Fidusia, 
e) Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 130/PMK.010/2012 
tentang Pendaftaran Jaminan 
Fidusia Bagi Perusahaan 
Pembiayaan. 
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f) Peraturan OJK Nomor 
29/POJK.05/2014 Tentang 
penyelenggaraan usaha 
perusahaan pembiayaan. 
2. Bahan Hukum Sekunder, yang 
memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer 
seperti: 
a) Peraturan Perundang-
undangan lain yang terkait. 
b) Bahan-bahan kepustakaan 
yang berkaitan dengan 
Perjanjian, Hukum Jaminan, 
Fidusia. 
Bahan HukumTersier, yaitu 
bahan-bahan yang memberikan 
informasi tentang bahan Hukum 
Primer dan bahan Hukum Sekunder 
misalnya kamus umum bahasa 
Indonesia. 
3. Analisis data 
Proses analisis data dimulai 
dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia yang didapat dari 
wawancara, penelitian penelitian 
lapangan dan kepustakaan. Semua 
data yang diperolehakan dianalisase 
demikian rupa sehingga data tersebut 
mempunyai makna dan bermanfaat 
untuk menjawab permasalahan dan 
pertanyaan penelitian. Berikutnya 
setelah data  selesai dianalisis, akan 
ditarik kesimpulan menggunakan 
metode berfikir induktif, yaitu pola 
fikir yang mendasarkan pada hal-hal 
yang bersifat khusus, kemudian dari 
hal-hal yang bersifat khusus tersebut 
ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 
umum. 
 
PEMBAHASAN 
Sistem Operasional Perusahaan 
dalam penarikan kendaraan 
bermotor dengan Jaminan Fidusia 
Bapak Ali Amran selaku Kepala 
Cabang pada PT. Mandiri Tunas Finance 
Bengkulu mengemukakan bahwa: 
Apabila debitur wanprestasi maka 
terjadilah penyitaan proses penyitaan 
itu sendiri dimulai dengan adanya 
surat perintah penarikan. Seorang 
debitur dikatakan wanprestasi hingga 
harus terjadi proses penyitaan atas 
barang jaminan menurut pendapat 
beliau disebabkan oleh beberapa hal 
yaitu: 
1. Berdasarkan catatan pembayaran 
yang buruk yang dapat dilihat dari 
catatanpembayaran hutang 
perbulannya yang disetor oleh 
debitur. 
2. Obyek jaminan yang digadaikan 
untuk keperluan lainsehingga ada 
unsur penggelapan barang jaminan 
ataupun obyek jaminan berada di 
tangan pihak ketiga tanpa 
sepengetahuan kreditur untuk 
mengambil tindakan cepat yaitu 
penarikan obyek jaminan dari 
penguasaan debitur.  
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Lebih lanjut beliau juga menyatakan 
dalam Standard Operating Procedure 
(SOP) PT. Mandiri Tunas Finance 
menjelaskan bahwa ada beberapa tugas 
prosedur yang dilakukan departemen 
collection lembaga pembiayaan dalam 
upaya melakukan penagihan antara lain: 
1. Desk Call 
Desk call mempunyai tugas 
mengingatkan konsumen atas 
kewajiban angsuran.  
2. Kolektor budget 1.  
Tugas dari kolektor budget 1 yaitu 
menindaklanjuti upaya yang telah 
dilakukan oleh Desk call sampai waktu 
keterlambatan konsumen mencapai 30 
hari. menyerahkan Surat peringatan ke 
1 yang dilanjutkan dengan surat 
peringatan ke 2 apabila Surat 
peringatan 1 tidak ditanggapi oleh 
konsumen, melakukan negoisasi 
menyangkut pembayaran angsuran, 
dan menerima pembayaran angsuran 
konsumen.  
3. Kolektor budget 2. 
Tugas kolektor budget 2 adalah 
menangani konsumen dengan waktu 
keterlambatan 31 (tiga puluh satu) hari 
sampai dengan 60 (enam puluh) hari.  
4. Kolektor tarik/remedial.  
Adapun yang menjadi tugas dari 
kolektor tarik atau remedial adalah 
menindaklanjuti penanganan yang 
dilakukan oleh kolektor budget 2. 
Penanganan ini lebih menekankan 
pada penarikan unit tapi tidak 
menutup kemungkinan menerima 
angsuran jika konsumen ternyata 
dapat melakukan pembayaran 
angsuran. 
Dalam tahap pelimpahan kepada 
bagian Kolektor tarik/Remedial terdiri   
dari 3 (tiga) divisi yaitu: 
1. Divisi Remedial 
Pada divisi Remedial menangani 
tunggakan konsumen yang sudah 
tempo mulai dari 31 hari sampai 
dengan 90 hari. 
2. Special Aset Management (SAM)  
Pada divisi Special Aset 
Management (SAM) menangani 
tunggakan konsumen yang sudah 
tempo mulai dari 91 hari sampai 
dengan 180 hari. 
3. Recovery. 
Pada divisi Recovery menangani 
tunggakan konsumen yang sudah 
tempo mulai dari 181 hari sampai 
dengan waktu yang tidak 
ditentukan. 
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Untuk konsumen-konsumen gagal 
bayar yang tidak dapat diselesaikan oleh 
kolektor internal, selanjutnya ketika 
tunggakan konsumen sudah jatuh pada 
hari ke- 31, maka kebijakan yang diambil 
oleh pihak lembaga pembiayaan adalah 
menyerahkan penangannya ke pihak ke 
tiga yaitu Debt Collector atau pihak 
external. 
Dalam presedur penyerahan 
penanganannya ke pihak ke tiga yaitu 
Debt Collector atau pihak external harus 
berbadan hukum dalam bentuk 
perusahaan dan tidak bisa secara 
perorangan lagi, ini sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 
29/POJK.05/2014 dalam Pasal 50 ayat 5: 
“Pegawai dan/atau tenaga alih daya 
Perusahaan Pembiayaan yang 
menangani bidang penagihan wajib 
memiliki sertifikat profesi di bidang 
penagihan dari lembaga yang 
ditunjuk asosiasi dengan 
menyampaikan pemberitahuan 
kepada OJK dan disertai dengan 
alasan penunjukan”. 
 
Analisa yuridis aspek hukum pidana 
dalam penarikan paksa unit 
kendaraan bermotor konsumen 
dengan jaminan fidusia oleh lembaga 
pembiayaan. 
Menurut Bapak Ali Amran, selaku 
kepala PT. Mandiri Tunas Finance Cabang 
Bengkulu, menyatakan bahwa: 
“Apabila pembeli lalai atau melakukan 
wanprestasi dalam hal pembayaran 
angsuran, maka kendaraan bermotor 
tersebut diambil kembali oleh penjual 
dan dijual dengan harga pasaran. 
Hasil penjualan tersebut akan 
digunakan untuk melunasi angsuran-
angsuran, denda-denda yang belum 
dibayar oleh pembeli, maupun biaya-
biaya yang dikeluarkan penjual untuk 
pengambilan kembali kendaraan 
tersebut. Apabila dari hasil penjualan 
masih ada kekurangan, maka pembeli 
wajib melunasi sisanya, sebaliknya 
apabila ada kelebihan maka kelebihan 
tersebut akan diserahkan kepada 
pembeli. (berdasarkan hasil 
wawancara)”.  
 
Pembeli menanggung sepenuhnya 
resiko dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen kendaraan bermotor 
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian 
pembiayaan. Bahkan dalam klausul 
perjanjian disebutkan bahwa apabila 
terjadi sesuatu pada barang kendaraan 
bermotor baik seluruh ataupun sebagian 
yang menyebabkan musnahnya barang 
karena sebab apapun, termasuk pada 
keadaan memaksa (overmacht) sekalipun, 
pembeli wajib membayar kerugian kepada 
penjual sejumlah harga yang disesuaikan 
dengan nilai barang kendaraan bermotor 
tersebut. 
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Akta perjanjian pembiayaan 
konsumen dalam praktek berbentuk 
perjanjian baku (standard contract), 
dengan judul Surat Perjanjian Pembiayaan 
konsumen. Lembaga Pembiayaan 
Konsumen tersebut menyodorkan bentuk 
perjanjian yang berbentuk formulir 
dengan klausul-klausul yang sudah ada 
atau perjanjian baku. Akta perjanjian itu 
dapat langsung mengikat para pihak 
apabila konsumen setuju mengenai 
klausul-klausul dari akta perjanjian melalui 
pembubuhan tanda tangani kedua belah 
pihak. 
Hal ini diperkuat dengan penjelasan 
dari bapak Riki Nofiansyah  selaku 
konsumen PT. Mandiri Tunas Finance 
yang menyatakan bahwa sebagai bukti 
dari terjadinya pengikatan perjanjian 
pembiayaan beliau hanya diberikan surat 
perjanjian pembiayan konsumen oleh PT. 
Mandiri Tunas Finance. 
Dalam suatu akta perjanjian 
diterangkan hubungan yang dikehendaki 
para pihak antara lembaga pembiayaan 
sebagai pihak pertama atau pelaku usaha 
atau penjual, dengan konsumen atau 
disebut pembeli atau pihak kedua 
selanjutnya disebut pembeli. Kemudian 
dalam akta tersebut dinyatakan bahwa 
penjual telah menyerahkan kepada 
pembeli, sebagaimana pembeli telah 
menerima dari penjual atas dasar 
perjanjian pembiayaan konsumen.  
menurut Undang-Undang Jaminan 
Fidusia bahwa yang dapat melakukan 
eksekusi secara langsung hanyalah bentuk 
perjanjian yang mempunyai kekuatan 
eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini 
didapatkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. 
Sehubungan dengan itu bahwa ada 
kecenderungan pihak kreditur melakukan 
tindakan sepihak kepada debitur yang 
cidera janji khususnya dalam 
melaksanakan eksekusi.Hal ini tentunya 
merugikan pihak konsumen karena 
posisinya berada di pihak yang lemah. 
Tetapi terhadap perjanjian yang 
memberikan penjaminan Fidusia dibawah 
tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. 
Proses eksekusi harus dilakukan dengan 
cara mengajukan gugatan perdata ke 
Pengadilan Negeri melalui proses hukum 
acara yang normal hingga turunnya 
putusan pengadilan. Inilah pilihan yang 
prosedural hokum formil agar dapat 
menjaga keadilan dan penegakan 
terhadap hukum materiil yang 
dikandungnya. 
Eksekusi Jaminan Fidusia sering sekali 
terjadi di dalam praktek dan memberikan 
dampak negatif berupa bantahan, 
ataupun perlawanan. Pelaksanaan 
eksekusi jaminan Fidusia dengan tujuan 
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untuk menyelenggarakan eksekusi secara 
aman, tertib, lancar, dan dapat 
dipertanggungjawabkan untuk melindungi 
keselamatan penerima Jaminan Fidusia, 
pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau 
masyarakat dari perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerugian harta benda 
dan/atau keselamatan jiwa. Pelaksanaan 
eksekusi Jaminan Fidusia kemudian diatur 
dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia.  
Salah satu cara eksekusi terhadap 
benda yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia yang  didaftarkan dapat dilakukan 
dengan cara pelaksanaan titel 
eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
sama dengan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
sehingga ketika debitur cidera janji, 
kreditur dengan menggunakan sertifikat 
Jaminan Fidusia tersebut langsung dapat 
melaksanakan eksekusi tanpa melalui 
pengadilan dan bersifat final serta 
mengikat, para pihak untuk melaksanakan 
putusan tersebut. Untuk melaksanakan 
eksekusi atas Jaminan Fidusia dimaksud 
harus memenuhi persyaratan tertentu, 
yaitu: 
1. Ada permintaan dari pemohon; 
2. Objek tersebut memiliki akta 
Jaminan Fidusia; 
3. Objek Jaminan Fidusia terdaftar 
pada kantor pendaftaran fidusia; 
4. Objek Jaminan Fidusia memiliki 
setifikat Jaminan Fidusia; 
5. Jaminan Fidusia berada di wilayah 
negara Indonesia.  
 
Praktek Lembaga Pembiayaan 
Konsumen Non Bank di Kota Bengkulu 
dijumpai bahwa dalam melakukan 
perjanjian mencantumkan kata-kata 
dijaminkan secara fidusia. Namun 
demikian, perjanjiannya dibuat dalam 
bentuk akta dibawah tangan dan tidak di 
daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia 
sebagaimana yang dilakukan oleh 
lembaga pembiayaan dalam melakukan 
perjanjian pembiayaan konsumen dengan 
penyerahan hak milik secara fidusia. 
Dalam perjanjiannya secara tegas diatur 
bahwa kedua belah pihak setuju untuk 
membuat perjanjian pembiayaan 
konsumen dengan penyerahan hak milik 
secara fidusia. 
Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang 
Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa 
“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan 
putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Lebih lanjut Pasal 15 ayat (3) Undang – 
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Undang Jaminan Fidusia menyatakan 
bahwa “Apabila debitur cidera janji, 
lembaga pembiayaan mempunyai hak 
menjual benda yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia atas kekuasaannya 
sendiri”. Berdasarkan uraian pasal di atas 
dapat dilihat bahwa hanya yang memiliki 
Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat 
dengan akta otentik dan yang didaftarkan 
saja mempunyai kekuatan eksekutorial 
yang sama dengan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.  
Oleh karena itu, bagi perjanjian 
dengan jaminan fidusia yang tidak 
didaftarkan ketika debitur wanprestasi 
atau cidera janji tidak dapat 
menggunakan lembaga parate executie 
(eksekusi langsung), tetapi proses 
eksekusinya tetap harus dilakukan dengan 
cara mengajukan gugatan perdata ke 
Pengadilan Negeri melalui proses Hukum 
Acara Perdata hingga turunnya putusan 
hakim.  
Dalam melakukan eksekusi atau 
penarikan pihak Lembaga Pembiayaan 
menyerahkan kepada pihak ketiga (Debt 
Collector/External Collector).  Adanya MoU 
antara Lembaga Pembiayaan dengan 
pihak ketiga sehingga pihak pembiayaan 
dapat memberikan tugas tersebut. Erwin, 
Muhammad dan Busroh, Firman Freaddy, 
2012 hal 42 menyebutkan bahwa “Hak 
relatif (nisbi) dimaksudkan sebagai hak 
yang memberikan kewenangan kepada 
seseorang atau beberapa orang untuk 
menuntut agar orang lain melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.” 
Debt Collector/External Collector 
adalah pihak luar yang dimintai bantuan 
oleh pihak lembaga pembiayaan yang 
diberi kuasa bekerja atas nama lembaga 
pembiayaan dengan didahului oleh 
kesepakatan yang dibuat antar mereka, 
kemudian diberi surat tugas untuk 
melakukan penanganan konsumen-
konsumen bermasalah. Tugas yang 
diberikan pada Debt Collector hanya untuk 
penarikan unit bukan menarik atau 
menerima angsuran. Permasalahan bad 
account yang biasanya dilimpahkan ke 
debt collector antara lain: 
1. Konsumen susah ditemukan; 
2. Kendaraan telah berpindah tangan 
ke pihak lain;  
3. Kendaraan hilang/tidak diketahui 
keberadaannya; 
4. Kendaraan berada di luar pulau. 
Pada prakteknya pihak lembaga 
pembiayaan non bank di Kota Bengkulu 
dalam melakukan penagihan atas 
angsuran yang macet bekerjasama 
dengan pihak ketiga yaitu debt collector 
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external untuk melakukan eksekusi barang 
jaminan kredit yang bermasalah yang 
tidak dapat ditangani collector regular. 
Debt collector external bukanlah berstatus 
sebagai karyawan lembaga pembiayaan, 
tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi 
kuasa untuk bekerja atas nama lembaga 
pembiayaan untuk menangani konsumen 
yang mengalami gagal bayar atau kredit 
macet. Kebijakan untuk melibatkan pihak 
ketiga dalam menangani konsumen-
konsumen gagal bayar dilakukan lembaga 
pembiayaan setelah prosedur dan upaya 
yang dilakukan pihak kolektor regular 
dalam kurun waktu tertentu tidak 
menunjukkan hasil. Ketidak berhasilan ini 
dapat dikarenakan faktor kurang kerasnya 
usaha yang dilakukan kolektor reguler, 
dapat juga karena tingkat kesulitan yang 
tinggi dari permasalah yang ada pada 
konsumen-konsumen gagal bayartersebut, 
sehingga lembaga pembiayaan tidak mau 
mengambil resiko mulurnya penyelesaian 
kredit bermasalah tersebut. 
Menurut pendapat Bapak Teguh Arif 
Tripamuji selaku debt collector external 
PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu 
menyatakan bahwa: 
Sebagai pihak yang diberi tugas oleh 
lembaga pembiayaan berdasarkan 
kesepakatan, tentunya ada imbalan 
yang akan diterima oleh debt collector 
atas penyelesaian tugas yang 
dikuasakan kepadanya. Negosiasi 
besar kecilnya imbalan atau fee yang 
akan diterima oleh debt collector 
external biasanya tergantung dari 
tingkat kesulitan dan resiko yang 
dihadapi. Imbalan atau disebut 
success fee baru diberikan oleh 
lembaga pembiayaan setelah debt 
collector external berhasil 
melaksanakan tugasnya. 
 
Lebih lanjut beliau berpendapat 
bahwa “sebagai pihak luar yang diberi 
tugas oleh lembaga pembiayaan, motif 
utama pekerjaannya adalah mendapatkan 
uang atas jasa yang diberikan”. Rasa 
tanggung jawab mereka hanya sebatas 
pada pekerjaan yang diberikan, sehingga 
cara kerja merekapun terlepas dari 
prosedur yang ditetapkan oleh lembaga 
pembiayaan, beliau bekerja dengan 
caranya sendiri sesuai dengan pola yang 
biasa mereka lakukan, dengan satu tujuan 
selesaikan tugas kemudian dapat uang. 
Apabila pihak debitur yang menguasai 
obyek Jaminan Fidusia akan ditarik tidak 
ada ditempat, maka diperlukan saksi pada 
saat akan dilakukannya penarikan. Hal 
tersebut diperlukan untuk menjaga agar 
tidak terjadi kecurigaan juru sita memasuki 
pekarangan dan rumah secara paksa. 
Adapun yang bertandatangan dalam berita 
acara penarikan yaitu penerima dan 
pemberi jaminan atau pihak berwenang jika 
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turut hadir dalam proses penyitaan obyek 
jaminan. 
Dalam studi kasus penelitian ini debt 
kolektor diduga tindak pidana perampasan 
dan atau pencurian, sebagaimana 
melanggar pasal 368 KUHPdan pasal atau 
pasal 362 KUHP barang berupa 1 (satu) 
unit mobil Dump Truk. Dalam beberapa 
kejadian yang sering dilaporkan oleh 
konsumen kepada pihak kepolisian antara 
lain: 
1. Melakukan Intimidasi.  
Pertama kali yang dilakukan oleh debt 
collector dalam menjalankan tugas 
biasanya mendatangi konsumen. 
Tujuannya adalah untuk meminta 
pertanggungjawaban konsumen untuk 
menyelesaikan kewajibannya, selain itu 
juga untuk mencari tahu kronologi dan 
informasi keberadaan kendaraan.  
2. Perampasan kendaraan. 
Debt collector juga meminta secara 
paksa kendaraan dari tangan 
konsumen dan dapatnya tindakan ini 
disertai dengan kekerasan, ancaman 
dan perbuatan yang tidak 
menyenangkan, sehingga konsumen 
dengan terpaksa membiarkan 
kendaraan itu dibawa oleh pihak debt 
collector. 
Dengan banyaknya terjadi tindakan 
premanisme oleh para debt collector maka 
sebaiknya pihak lembaga pembiayaan 
lebih hati-hati lagi dalam mengambil 
kebijakan untuk menyerahkan 
permasalahan kredit macet yang 
dimilikinya kepada debt collector selaku 
pihak ketiga. Hal ini berpengaruh pada 
nama baik dan kredibilitas dari lembaga 
pembiayaan itu sendiri agar tidak hilang, 
hanya demi mengejar keuntungan semata 
tanpa memperdulikan etika dan hak-hak 
konsumen. 
Dengan mendapat sertifikat jaminan 
fidusia maka kreditur/penerima fidusia 
serta merta mempunyai hak eksekusi 
langsung (parate eksekusi), seperti terjadi 
dalam pinjam meminjam dalam 
perbankan. Kekuatan hukum sertifikat 
tersebut sama dengan keputusan 
pengadilan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. Meskipun 
Undang – Undang telah memberikan 
keleluasaan kepada kreditur untuk 
mengambil objek jaminan di tangan 
debitur, namun dalam prosesnya harus 
memperhatikan asas kepatutan dan 
ketertiban umum, antara lain: 
1. Pihak eksekutor harus melampirkan 
sertifikat fidusia dalam berkas eksekusi 
untuk ditunjukan kepada debitur. 
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2. Pihak eksekutor harus dilengkapi surat 
tugas/surat kuasa dari perusahaan. 
3. Pihak eksekutor dilarang mengambil 
objek jaminan apabila pihak debitur 
sedang tidak ada di tempat. 
4. Pihak eksekutor dilarang melibatkan 
orang yang tidak berkompeten dalam 
pengambilalihan objek fidusia. 
5. Pihak eksekutor harus memberikan 
kesempatan untuk melakukan 
tindakan- tindakan yang perlu 
dilakuakn guna meminimalisir 
kerugian. 
6. Pihak eksekutor dilarang mengambil 
objek jaminan dengan cara kekerasan 
dan perlakuan yang tidak baik. 
7. Pihak eksekutor dialrang mengambil 
objek jaminan harus disaksiakn dua 
orang saksi, karena harus memenuhi 
prinsip dan prosedur eksekusi pada 
umumnya. 
8. Pihak eksekutor dilarang melakuakn 
penyetopan kendaraan dijalan yang 
berakibat menyulitkan debitur. 
9. Apabila objek jaminan berada ditangan 
pihak ketiga maka pihak eksekutor 
wajib menerangkan terlebih dahulu 
tentang pembebanan fidusia terhadap 
objek jaminan. 
10. Proses penarikan haruslah 
memperhatiakn ketentraman dan 
ketertiban masyarakat disekitar. 
PENUTUP 
KESIMPULAN 
1. Sistem Operasional Perusahaan dalam 
melakukan penarikan benda jaminan 
dalam perjanjian fidusia pada dasarnya 
sudah sesuai dengan kaidah kaidah 
hokum secara normative, namun 
pelaksanaan Sistem Operasional 
Perusahaan dilapangan belum sesuai 
dengan kaidah –kaidah hukum yang 
berlaku khususnya dalam pendaftaran 
jaminan fidusia yang tidak didaftarkan 
sesusai UU nomor 42. Th.1999 tentang 
fidusia. 
2. Aspek hokum pidana dalam penarikan 
paksa unit kendaraan bermotor konsumen 
dengan jaminan fidusia oleh lembaga 
pembiayaan di PT. Mandiri Tunas Finance 
Cabang Bengkulu yaitu sebagai hak 
konsumen dalam perjanjian fidusia yang 
tidak didaftarkan oleh perusahaan 
pembiayaan dalam hal debitur melakukan 
wanprestasi maka secara normative 
kreditur tidak sah menggunakan parate 
executie (eksekusi langsung). Proses 
eksekusi harus dilakukan dengan cara 
mengajukan gugatan perdata ke 
Pengadilan Negeri melalui proses Hukum 
Acara Perdata hingga turunnya putusan 
hakim yang mempunyai kekuatan hokum 
tetap. 
SARAN 
Berdasarkan hasil pembahasan dan 
kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 
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penulis menyarankan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Dengan banyaknya terjadi tindakan 
penarikan paksa oleh para Debt Collector/ 
External Collector maka sebaiknya pihak 
lembaga pembiayaan lebih hati-hati lagi 
dalam mengambil kebijakan untuk 
menyerahkan permasalahan kredit macet 
yang dimilikinya kepada debt collector 
selaku pihak ketiga. Hal ini berpengaruh 
pada nama baik dan kredibilitas dari 
lembaga pembiayaan itu sendiri agar tidak 
hilang, hanya demi mengejar keuntungan 
semata tanpa memperdulikan etika dan 
hak-hak konsumen. Untuk menghindari 
adanya aspek pidana dalam penarikan 
sebaiknya perusahaan pembiayaan 
membuat dan menerapkan Standart 
Operational Prosedure (SOP) secara teknis 
lebih detail, karena Standart Operational 
Prosedure (SOP) yang ada sekarang hanya 
sebatas prosedur penerbitan administrasi 
perintah penariakan dan procedure dalam 
menyimpan objek jaminan fidusia yang 
sudah ditarik oleh Debt Collector/ External 
Collector.  
2. Untuk mengakomodir perlindungan hokum 
antara debitur dan kredit sebaiknya 
perusahaan melaksanakan Peraturan 
Menteri Keuangan PMK.130 tahun 2012 
dan mendaftarkan objek jaminan pada 
lembaga fidusia sesuai UU Nomor. 42 
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
Pemerintah agar mengefektifkan 
penerapan Peraturan Menteri Keuangan 
PMK.130 tahun 2012 terkait sanksi hokum 
bagi lembaga pembiayaan yang tidak 
mendaftarkan jaminan fidusia.  
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